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PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pspk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai
Gugat antara:

XXXXXXXXXXX, NIK.1277045011900002, tempat/tanggal lahir Hutaimbaru/ 10
November 1990, agama Islam, pendidikan Diploma II,
pekerjaan Ilbu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Lingkungan V, Kelurahan Hutaimbaru (didepan mesjid
babul jannah), Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, sebagai

Penggugat;

melawan
XXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/ 19 Maret 1987, agama
Islam, pendidikan Starta |, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jalan Tapian Nauli, Nomor 45,Kelurahan Ujung
Padang (di madrasah nurul vyaqin), Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 04
September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padang Sidempuan yang sama tercatat dalam register perkara Nomor
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212/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 05 September 2023, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/09/I\VV/2013, tertanggal 22 April 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua
Tergugat di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kota Padang Sidempuan 3 (tiga) bulan, kemudian pindah-pindah dan
terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Darek,
Kelurahan WEK VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan , dan sejak
bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da
dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun usia pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali
disebabkan:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan

pulang larut malam;

5.3 Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat apabila

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan juni 2022 disebabkan Tergugat kurang
tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut
malam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai
kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota
Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat
dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin
tidak dapat lagi didamaikan;

9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut :
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XxXxXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa

perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai

kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana

relaas Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 6 September 2023 dan tanggal
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12 September 2023, Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah
menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa
kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan
oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.
Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:
A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Niomor: 1277045011900002

tanggal 26 November 2015 atas nama xxxxxx dicatat dan dikeluarkan

oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidimpuan, telah bermeterai
cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/09/1V/2013, tertanggal 22

April 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, telah

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan
diparaf;
B. Saksi
1. xxXxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sutan Sinomba, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx
karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal dengan
Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di  Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun setelah menikah mulai
tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu
saksi adalah karena Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak,
Tergugat juga kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah
tangga serta Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi
dengan Tergugat;
2. XxxXxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Hanopan,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan;
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXxxx

karena saksi adalah bibi Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat

yang bernama Xxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir di  Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan

Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah

menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu

saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya

kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang

tengah malam;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak

bulan Juni 2022;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama;

- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi

dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara Islami, maka Hakim menilai perkara ini
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan
nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang
Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi
ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya
tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan
jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan
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demikian Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 150 jo. SEMA RI.
Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syar'i:
a §> Y plllb 5¢8 iy pld pralinall 0 S5 o S ] (565 0o
Artinya @ “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya
bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat,
akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan
demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para
pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi
sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang
saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang
merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,
karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat
melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif
Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,
maka secara formil bukti @ quo dapat diterima dan secara materill sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 20 April 2013, sehingga
Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak
dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di
persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-
saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171
dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan
secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat
dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan
keterangan Penggugat kepada Saksi (testimonium de auditu), akan tetapi
kedua saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Juni 2022 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai
telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya
damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan
sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam
pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi
dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus
dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil
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alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang
menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah
didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada
kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan
lagi, dengan demikian keterangan ketiga orang saksi a quo patut dinilai telah
memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal
309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan
bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
menikah secara Islam pada tanggal 20 April 2013, di Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan,;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak, Tergugat juga kurang tanggung jawab dalam biaya
kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering keluar malam dan pulang

tengah malam;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak
bulan Juni 2022;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman
290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara a quo;
ane Sllais ¥ 1)l 0) Le o)) 1) sl 13) i) @2l e s o g0 5
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014
angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 dan tidak ada yang berusaha
untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak
keluarga bahkan oleh Hakim dalam persidangan dan saksi yang dihadirkan
oleh Penggugat sebagai keluarga pun sudah tidak sanggup untuk
mendamaikan, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat
sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat
Ar-Rum ayat 21;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan
perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor
7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam
dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

3l olall ol Blb lgzs3) szl ks pas &3nh 13)s
Artinya : “Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaqg suami dengan

talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai
dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam
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sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 September 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah Oleh Matrlin
Pradinata, S.H.l., M.H sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran,
S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim,

Marlin Pradinata, S.H.l., M.H

Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya Administrasi/ATK Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp  340.000,00
4. PNBP Panggilan Rp  20.000,00
5. Biaya RedaksiRp 10.000,00
6. Biaya MeteraiRp 10.000,00
Jumlah Rp 460.000,00
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